TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN D

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKpLU
NOMOR %7  TAHUN 2011

TENTANG

PENATAUSAHAAN,

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

Meangingat

. bahwa dalam tertib administrasi, akuntabilitas darn

. Undang-Undang Nomor 8

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 |t

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

transparansi
pengelolaan pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, periu disusun

tata cara penganggaran, pelaksangan dan  penatausahaan,

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban
dan pelaporan serta monitering dan evaluasi belanja hibah dan belanja

bantuan sosial yang bersumber dari angggran pendapatan dan belanja
daerah,

. \'ndang-Undang Nomor 9 Tahun 1867 teptang Pembentukan Provinsi

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1867 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Tahun |985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara| Republik Indonesia Nomor
3298); 'h

_ entang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuﬁw 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent; ng Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuyn 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Menetapkan :

(68 ]

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3:2 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial rang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berta Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450); '

18.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08  Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, FERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUAS!I BELANJA HiBAH
DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,

BAB |
KETENTUAN LQMUM
Bagian Kesatu
Pengerti :n
Pasal 1!
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimakipud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.

2. Pemerintah Daerah adalah“GubernuL dan Perangkat.Daerah sebag:

unsur penyelenggara pemerintahan Dagrah.

|
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkuiu. |

4, Sekratariat Daerah adalah Sekretariatfaerah Provinsi Bengkulu.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangt
penyelenggaraan peinerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uar

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengz
hak dan kewajiban Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan vyai
meliputi  perencanaan, pelaksandan, penatausahaan, pelaporz
-pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.

T

Anggaran Fsandapatan dan Belanja| Daerah yang selanjutnya diset
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah ya

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, ¢
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PP
adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bingkulu sebagai Kepala Satuan Ke
Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanal
pengelolaan APBD dan bertindak seiagai Bendahara Umum Daerah.
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= 20.Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD
P . ) | .
adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD
5 antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Hibah.

21.0rganisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia vang berdasarkan Pancasila, termasuk organisasi non

pemerintahan yang bersifat nasional dan dlbe tuk berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

W
A

Bagian Kedua |
Ruang Lingkup |
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi #enganggaran. pelaksanaan
dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring

dan evaluasi pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
bersumber dari APBD.

.

Pasal 3
(1) Belanja Hibah dapat berupa uang, barang atgu jasa.
(2) Belanja Hibah berupa barang dapat berbentuk :

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan jalan, irigasi, jaringan
dan aset tetap lainnya,

a. hewan dan tumbuhan; dan .
b. aset tetap tidak berwujud seperti perangkiat lunak.

(3) Belanja Hibah berupa jasa dapat berbentuj( bantuan teknis, pendidikan,

pelatihan, penelitian dan jasa lainnya. |

Pasal 4
(1) Belanja Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dapat berbentuk :
a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya;

b. hewan dan tumouhan: dan

C. aset tetap tidak berwujud seperti perangkat lunak.
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BAB Il
BELANJA HIBAH |

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah dapat memperikan Belanja Hibah sesuai kemampuan

keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dima{kéud pada‘ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran progr?m dan kegiatan Pemerintah’
Daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Eelanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mpngikat dan tidak wajib serta
harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.

|
(4) Pemberian Belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah

Daerah kepada Penerima Belanja Hibah,,yang secara. spesifik telah
ditentukan peruntukannya.

Pasal 6
(1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah; |
b. Pemerintah Daerah Lainnya;
c. Perusahaan Daerah;
d. masyarakat, dan/atau !
e. organisasi kemasyarakatan

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat.(1)
huruf a, diberikan kepada instansi/satuan kerja pada Kementerian

dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kemen?terian yang wilayah kerjanya
berada di Daerah.

(3) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dan dilaksanakan dalam mekanizme APBN dan APBD sesuai
peraturan perundang-undangan,

(4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru

hasil pemekaran daerah berdasarkan ketgntuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah% sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, diberikan kepada Perusjvhaan Daerah atau Perseroan

milik Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. ' i

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

-
/

(6) Belanja Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat-istiadat, lingkungan hidup, kepemudaaan, pertanian,

peternakan, perikanan, kelsutan, pemberdayaan perempuan dan
keolahragaan non profesicnal. '

(7) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaxsud
pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada organisaéi kemasyarakatan yang
dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi
organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga

ketahanan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
kelompok masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7
(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah bertujyan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerinrtahan Daerah.

(2) Belanja Hiban kepada Pemerintah Daerah Lainnya bertujuan untuk

menunjang peningkatan penyelenggaraan pe@erintahan Daerah dan
layanan dasar umum,

(3) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.

(4) Belanja Hibah kepada masyarakat dari/atau orpanisasl kemasyarakatan

bertujuan untuk meningkatkan parisipasi dalam venyelenggaraan

pembangunan Daerah atau secara fungsional ftarkait dengan dukungan
kKepada penyelenggaraan pemerintahan.

Bagiar Ketiga
Kriteria dan Persyaratan
Paragraf 1
Kriteria
Pasal 8
Pemberian Belanja Hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria :
Aa. peruntukannya telah ditetapkan secara spesiﬁk;!

untuk melaksanakan kegiatan yang mer.jaEi urusan Daerah, yaitu

permgkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan
Ppemberdayaan aparatur; |

oniuk keglatan dengan kondisi tertentu ]yang berkaitan dengan
"""""" RacInntiimrnsana '
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unwk melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang
mengakibatkan penambahan beban APBD;

e. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terPs menerus setiap tahun

anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

f. memenuhi persyaratan Penerima Belanja Hibah.

Paragraf 2 ',
Persyaratan
Pasal 8

i
(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah dan P%menntah Daerah La:nnya
diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan Daerah dan pemerintahan Daerah Lainnya;

t. Penerima Belanja Hibah berkedudukan |
Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan

peraturan perundang-undangan; dan }

dalam wilayah administrasi
lain berdasar’tcan ketentuan

mempertimbangkan kinerja pengelolaan E.Belanja Hibah sebelumnya,

akumulasi Belanja Hibah yang pernah!diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan,
(2) Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah diberikan dengan persyaratan
paling sedikit : )
a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan layanan umum|dasar;

Penerima Belanja Hibah berkedudukan s¢bégai Perusahaan Daerah;

| : :
mempertimbangkan Kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya,

akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telgh dilaksanakan.

(3) Belanja Hibah kepada masyarakat dlbenkah dengan persyaratan pahng
sedikit :

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. Penerima Belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi

pemerintahan Daerah;

c. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap dan jelas; dan

mempertimbangkan kinerja pengelolaari Belanja Hibah sebelumnya,

akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan.

(4) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan
persyaratan paling sedikit :

“a. memiliki kepengurusan yang jelas;
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. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat, paling

kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan rain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; |

|
. berkedudukan dalam wilayah administrasi gemerintahan Daerah;

. memiliki sekretariat dan/atau alamat tetap qan jelas; dan-

. mempertimbangkan kinerja pengelolaan éelan}a Hibah sebelumnya,

a.

akumulasi Belanja Hibah yang pernah biterima dan/atau kegiatan
sejenis yang telah dilaksanakan. !

(5) Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kepada lembaga non pemerintah yang
berkaitan dengan tempat peribaaatan, pesan{ren, LSM yang bersifat non

formal, serta pengelolaannya berupa partis)]basi swadaya masyarakat,
maka persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat
dikecualikan.

(6) Apabila dalam Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah dipersyaratkan
untuk menyediakan dana pendamping, maka Belanja Hibah diberikan
kepada Penerima Belanja Hibah yang bersedia menyediakan dana
pendamping.

Bagian Keempat
Pengajuan :
Pasal 10

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah,
masyarakat dan organisasl kamasygrakatﬁn mengajukan permochonan
tertulis belanja hibah kepada Gubernur. .

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap
dan ditandatangani oleh : :

Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lajn Instansi/Satuan Kerja bagi

Pemerintah:

. Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah *ainnya;

c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Pdrusahaan Daerah; dan

d. Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain b;agi masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan.

(3) Ketentuan mengenai pembubuhan zap dikecualikan bagi permohonan
tertulis dari masyarakat.

Pasal 11

(1) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dan (2), paling sedikit dilengkapi dokumen :

a. proposal, yang paling sedikit memuat;

1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;

3. rincian rencana kegiatan; dan

4. jadual kegiatan dan rencana penggurﬂaan belanja hibah;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
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b. surat keterangan tanggungjawab; dan ‘

c. surat pernyataan kesediaan menyedia*an dana pendamping, apabila
diperlukan.

(2) Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan, selain
dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

mzlampirkan persyaratan administrasi ﬁan untuk tujuan penggunaan
bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dirrjaksud pada ayat (2), meliputi :

a. Akta Notaris mengenai pendirian Iembaga atau dokumen lain yang

dipersamakan,; :

surat pernyataan tanggungjawab;
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

surat keterangan domisili lembaga dari|Desa/Kelurahan setempat;

izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

-~ 0o a o T

bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya
menyewa;

g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Pendjduk yang masih berlaku atas
nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

salinan rekening bank yang masih akltif atas nama lembaga dan/atau
pengurus belanja hibah. |

(4) Persyaratan teknis sebagaimara dimaksﬂ!d pada ayat (2) meliputi gambar
rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

(5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) hufmf a, ¢, e, dan f untuk Belanja
Hibah kepada masyarakat dan organisas| kemasyarakatan yang berkaitan
dengan tempat peribadatan, pondok pasantren, dan ke.wcmpok swadaya

masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa
partisipasi swadaya masyarakat.

s

Pasal 12 |

(1) Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud da:'[am Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan
(4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kefa vyang
melaksanakan fungsi surat masuk pada Sékretariat Daerah.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada}ayat (1) melakukan penyeleksian
terhadap permohonan dan dokumen| proposal Belanja Hibah, dan
selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksgsuaian antara surat permohonan
dengan dokumen proposal, maka surgt permohonan berikut dokumen

proposalnya dikembalikan kepada emohon Belanja Hibah yang
bersangkutan. !

(3) Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sesuai
persyaratan administratif, maka unit kerjg sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meneruskan surat permohonan dan dpkumen proposal kepada Gubernur.
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(4) Gubernur menugaskan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Asisten
Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen
proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi.

(5) Asisten Sekretaris Daerah mendistribusikan surat permohonan dan dokumen
proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi dan memerintah

untuk evaluasi sesuai
pemerintahan, meliputi :

a.

. urusan kepemudaan dan olah raga,

dengan bidang penyelenggaraan urusan

|
urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
Bengkulu; '

urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi
Bengkulu; ‘

= :
urusan pekerjaan umum bidang jalan dan jembatan, dilaksanakan oleh
Dinas PU Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu;

. urusan pekerjaan umum bidang irigas|, dilaksanakan oleh Dinas PU

Bidang Sumber Daya Air Provinsi 8engkulu;

urusan permukiman, perumahan dan tata ruang, dilaksanakan oleh Dinas
PU Bidang Cipta Karya Provinsi Bengkull;

urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleih Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bengkulu;

urusan pemberdayaan perempuan dan t:erlindungan anak, dilaksanakan

oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi
Bengkulu;

urusan sosial, keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan,

dilaksanakan oleh Biro Administrasi idesejahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu; '

urusan kesejahteraan sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi
Bengkulu;

urusan ketenagakerjaan, dilaksanakani oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Bengkulu;

urusan perdagargan, perindustrian, koﬁgerasi dan usaha kecil menengah,
dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;

urusan kebudayaan dan pariwisgta, dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bengkulu;

ilaksanakan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Bengkulu;

urusan politik dalam negeri. pertaha )an dan keamanan, dilaksanakan
oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Provinsi Bengkulu dan Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Bengkulu;

urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Biro
Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah P\ vinsi Bengkuly;

urusan perusahaan daerah, dilakéanakan oleh Biro Administrasi
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;

»
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g. urusan ketahanan pangan, dilaksanakan olet
Provinsi Bengkulu;

. urusan pemberdayaan masyarakat dan des:
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha

S. urusan perpustakaan, dilaksanakan olel
Kearsipan Daerah Provinsi Bengkulu;

t. urusan pertanian dan Ketahanan pang@eN e — . o —seme

Pertanian Provinsi Bengkulu dan EladaniI Ketahanan Pangan Provinsi
Bengkulu;

u. urusan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi
Bengkulu;

v. urusan kelautan dan perikanan, d|laksana’<an oleh Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Bengkulu,

w. urusan kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi
Bengkulu; dan

X. urusan komunikasi dan informatika, gilaksanakan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Bengkulu.

Bagian Kelima
Evaluasi Permohon!an
Pasal 13

(1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pésal 12 ayat (5) melakukan
evaluasi keabsahan dan kelengkapan per#yaratan permohonan Belanja
Hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan| has;lnya disampaikan kepada
Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud padg ayat (1) melakukan koordinasi

~ dan sinergitas atas evaluasi Belanja Hibgh dengan Asisten Sekretaris
Daerah sesuai Itngkup tugasnya melalui| Biro terkait pada Sekretariat
Daerah.

(4) Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah berupa
rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TAPD.

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan Tas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon
Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH).

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil perﬁtmbangan disertai DNC-PBH
kepada Gubernur,

(7) Gubernur  menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pert?mbangan TAPD.

(8) Persetujuan Gubernur terhadap DNC- HBH dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Gubernur dan rnenjadl dasar pencantuman alokasi
anggaran Belanja Hibah dalam rancangan|KUA dan PPAS.
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Bagian Keenam

Penganggaran |

Pasal 14 |

(1) Belanjé Hibah berupa uang dicantumkan dajam RKA-PPKD.

(2) Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicaptumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana|
ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belar
ketentuan peraturan perundang-undangan. |

dimaksud pada ayat (1) dan
nja Hibah dalam APBD, sesuai

(4) PPKD menganggarkan Belanja Hibah 1 berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok| belanja tidak langsung, jenis
belanja hibah, objek, dan rincian objek Beiahja Hibah.

(5) SKPD menganggarkan Belanja Hibah | berupa barang atau |asa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung,

yang diformulasikan dalam program dan kfgiatan, serta diuraikan dalam

jenis belarja barang dan jasa, objek, dap rincian objek Belanja Hibah
barang atau jasa. |

(6) Rincian objek Belanja Hibah sebagaiman
ayat (6) memuat nama dan alamat len
Belanja Hibah. !

dimaksud pada ayat (4) dan
kap penerima’ serta besaran

(7) Nama dan alamat lengkap penerima sej‘\a besaran dan jenis Belanja.

Hibah dituangkan dalam Penjabaran APBD, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. !

Pasal 15

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaiq;wana dimaksud dalam pasal 14
ayat (7), dibuat Cokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk

belanja hibah dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja hibah
dalam bentuk barang/jasa.

(3) Dalam hal terdapgt ketidaksesuaian antara permohonai: Belanja Hibah
dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD terkait
memberitahukan kepada Penerima Belanja Hibah untuk membuat

dan/atau menyesuaikan proposal/permahonan sesuai dengan besaran
Belanja Hibah yang ditetapkan dzlam DPA.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaa‘ﬁ
Paragraf 1
Umum

Pasal16i

(1) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah ]berupa uang berdasarkan pada
DPA-PPKD. |

|

?h berupa barang atau jasa
|

(2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hib
berdasarkan pada DPA-SKPD.

'I http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

14

Paragraf 2
NPHD
Pasal 17

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan calam NPHD, yang ditandatangani
bersama oleh Gubernur dar: Penerima Beianja Hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran
APED dan DPA, |

(3) NFHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat .
Pemberi dan Perierima Belanja Hibah;

a.
b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;

besaran/rincian penggunaan Belanja Hibgh yang akan diterima;
hak dan kewajiban; '

-~ 0o a O

tata cara pencairan!penyaluranfpenyera#an Belanja Hibah;
penggunaan Belanja Hibah; dan
g. sanksi,

(4) Gubernur dapat menunjuk pejabat di lingkupgan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang untuk menandatangani NRHD.

(5) Pembuatan NPHD dilakukan oleh SKPD tefkait dan berkoordinasi dengan
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bepgkulu.

(6) Kepala SKPD bertanggungjawab atas substansi NPHD.

(7) Format minimal NPHD tercartum dalam Llampiran. sebagal bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernyr ini. |

Pasal 18

Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan
NPHD.

Paragraf 3

Pencairan Belanja Hibah Berupa Uang

|
Pasal 19

(1) Pencairan belanja hibah didasarkan pada ‘DPA PPKD dan NPHD.

(2) Pencairan Belanja Hibah berupa uangidilakukan dengan mekanisme

pembayaran langsung, dan disalurkan |melalui Rekening Kas Umum
Daerah ke rekening Penerima Belanja Hibgh.

(3) Dalam hal pencairan Belanja Hibah berupa uang dengan nilai diatas
Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), i:iilakukan secara bertahap maka
pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah Penerima Belanja Hibah
menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah tahap sebelumnya

kepada Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan kepada
Bendahara belanja hibah

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 20

(1) Penerima Belanja Hibah berupa uang menﬁgajukan permohonan pencairan
Belanja Hibah kepada Gubernur melalui unit kerja yang melaksanakan
fungsi surat masuk pada Sekretariat Dagrah dengan tembusan kepada

Biro Pengelolaan Keuangan, dengan dilengkapi persyaratan administrasi,
meliputi : 1

a. Belanja Hibah untuk Pemerintah dar1 Pemerintah Daerah Lainnya,
terdiri dari :

1.

surat permohonan pencairan Belbnja Hibah, dilengkapi rincian

rencana penggunaan Belanja Hibah yang disetujui oleh Kepala
SKPD; ' '

NPHD;
salinan/photocopy Kartu Tanda iPenduduk (KTP) atas nama
pimpinan instansi atau Kepala Daerah Penerima Belanja Hibah;

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
instansi dan/atau rekening Kas Umum Daerah Lainnya;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan

dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap pimpinan
instansi atau Kepala Daerah;

surat pernyataan tanggungjawab; |

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Hibah untuk Perusahaan Daarah, terdiri dari :
1.

surat permohonan pencairan Bralanja Hibah, diien‘gkapi rincian
rencana penggunaan Belanja Hib?h;
NPHD; |

salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain
Perusahaan Daerah atau Perserqan Penerima Belanja Hibah;
salinan/pholocopy rekening bamk yang masih aktif atas nama
Perusahaan Daerah atau Perseroan Penerima Belanja Hibah.

kuitansi rangkap 4 (empat) bemnaterai cukup, ditandatangani dan
dibubuhi cap Perusahaan aerah atau Perseroan serta
dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain.

surat pernyataan tanggungjawatf: dan

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-
undangan.

c. Belanja Hibah untuk masyarakat, terdiri dari

)

surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan
rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;

NPHD,

salinan/photocopy KTP atas riama Ketua Kelompok Masyarakat
Penerima Belanja Hibah;
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4. salinan/photocopy rekening bank yﬂng masih aktif atas nama Ketua
Kelompok Masyarakat Pencrima Bejanja Hibah.

. kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani oleh
ketua/pimpinan atau sebutan lain| Ketua Kelompok Masyarakat
Penerima Belanja Hibah dan dibubuhi cap kelompok masyarakat
serta dicantumkan nama lengkap Ketua/pimpinan atau sebutan lain
Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Belanja Hibah:

6. surat pernyataan tanggungjawab.

. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri dari :

1. surat permohonan pencairan Belanja Hibah dilengkapi dengan
rincian rencana penggunaan Belanja Hibah;
2. NPHD;

3. salinan/photocopy KTP atas q'arna ketua/pimpinan/pengurus
lembaga/organisasi Penerima Belanja Hibah;

salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga/organisasi;

kuitansi rangkap 4 (empat) betfnaterai cukup, ditandatangani
ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan. dibubuhi
lembaga/organisasi  serta dicantumkan nama lengkap

ketua/pimpinan atau sebutan lajn ketua/pimpinan organisasi
kemasyarakatan; i

cap

6. surat pernyataan tanggungjawab.

(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan
kepada Gubernur.

(3) Berdasarkan Persetujuan  Gubernur,, Pengguna Anggaran/PPKD

memerintahkan kepada Bendahara belatﬂja hibah untuk membuat Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP:LS).

(4) Apabila dokumen persyaratan pencaira; sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PFPKD menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) ,

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

(4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 21

Penerima Belanja Hibah berupa uang berfanggungjawab sepenuhnya atas

kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1).
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Paragraf 4
Penyaluran Belanja Hibah Berupa Barang atau Jasa
Pasal 22

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-
SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

(2) SKPD terkait mencatat barang atau jasa|hasil pengadaan pada jenis
belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau
jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepajda Penerima Belanja Hibah.

(3) Penyerahan Belanja Hibah barang atau jas'? dilakukan oleh Kepala SKPD

terkait kepada Penerima Belanja Hibah, qetélah dilengkapi persyaratan
sebagai berikut :

a. bagi Belanja Hibah untuk Pemerintah ddn Pemerintah Daerah Lainnya,
terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima dalam fangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubyhi cap instansi atau Daerah
Lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau
Bupati/Walikota; -‘

2. NPHD; l
3. salinan/photocopy KTP atas nama pimpinan instansi atau
Bupati/Walikota Penerima Belanja Hibah; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab; |

. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-
undangan. ’

b. Belanja Hibah untuk Perusahaan Daerah, terdiri atas

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dioubuhi cap Perusahaan Daerah atau
~erseroan serta dicantumkan nama lengkap Direksi atau sebutan
in;

NPHD;

-

salinan/photocopy KTP atas nama Direksi atau sebutan lain
Perusahaan Daerah atau Perseroan; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab.

|
'S. Pers,aratan lainnya sesuai ketenluan peraturan perundang-
undi ‘

c. Belanj ' iwah untuk organisasi kemasyarakatan, terdiri-atas :

1. Berta Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai
cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta

dicantumkan nama lengkap katua*pimpinan lembaga/organisasi;
2. NPHD;

salinan/photocopy KTP atas nama ketua/pimpinan lembaga/
organisasi; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab.
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d. Belanja Hibah untuk organisasi kemasyaq:akatan, terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat) bermaterai

cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap
Penerima Belanja Hibah;

2. NPHD:;

, L o
3. salinan/photocopy KTP atas nama Pqnenma Belanja Hibah; dan
4. surat pernyataan tanggungjawab. |

i

Bagian Kedelapal}\
Penggunaan F
Pasal 23 |

(1) Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD
dan/atau Perubahan NPHD.

(2) Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan hibah yang diterima
kepada pihak lain

Bagian Kesembilan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 24

(1) Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab, baik formal maupun material
atas penggunaan Belanja Hibah yang ditefimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan-Belanja Hibah sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas : '
a. untuk penggunaan Belanja Hibah berdpa uang, meliputi :

1. laporan penggunaan;

Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan

2. surat pernyataan tanggungjawab Erng menyatakan bahwa Belanja
NPHD;, dan-

3. bukti-bukti pengeluaran yang IenPkap dan sah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. |

b. untuk penggunaan Belanja Hibah berera barang atau jasa, meliputi
i I:aporan penggunaan,

2. surat pernyataan tanggung]awabgang menyatakan bahwa Belanja

Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan
NPHD; dan

3. salinan bukti serah terima barang{ atau jasa.

(3) Penerima Belanja Hibah bertanggqngjawab atas kebenaran dan

keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a angka 1 dan hurufib angka 1.

(4) Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan
bukti pengeluaran atau salinan bukt| serah terima barang atau jasa

http://jdih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

19

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hyruf a angka 3 dan huruf b
angka 3. |

i
(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atgu salinan bukti serah terima

barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Bengkulu atas pemberian
belanja hibah meliputi: |

|
a. Permohonan dari calon penerima belanjE hibah kepada Gubemur;
b. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daera| !

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dafi penerima belanja hibah yang

menyatakan bahwa hibah yang ditgrima akan digunakan sesual
dengan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah; dan

SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas
pemberian belanja hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa barang/jasa.

rasal 25

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah &
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf b angka 1 disampaikan oleh Peg
Gubernur melalui SKPD terkait 1 (satu)
atau paling lambat tanggal 10 bulan Januz

)erupa uang dan barang/jasa

ayat (2) huruf a angka 1 dan

nerima Belanja Hibah kepada

bulan setelah kegiatan selesai

ari tahun anggaran berikutnya

(2) SKPD menyampaikan Rekapitulasi pdnerimaan laporan penggunaan
belanja hibah dan dokumen laporab penggunaan belanja hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi
Pembangunan setiap tanggal 5 bulan ber_ikutnya.

(3) Biro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan
~ penerimaan, pengadministrasian dan penyimpanan dokumen laporan
penggunaan Belanja Hibah, serta menyampaikan rekapitulasi laporan
penggunaan Belanja Hibah berupa uang dan barang/jasa kepada PPKD

melalui Rirc Keuangan Sekretariat Dgerah Provinsi Bengkulu setiap
tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) SKPD terkait melakukan penagihan laporan penggunaan Belanja Hibah
kepada Penerima Belanja Hibah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

(5) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Belanja Hibah ailakukan secara
bertahap, maka Penerima Belanja Hibah berkewajiban

a. menyampaikan laporan pertanggumgjawaban setiap tahapan paling

lambat sebelum pelaksanaan pencairan/penyaluran tahap berikutnya;
dan '

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun, yang

disampaikan paling lambat tanggal| 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, |

(6) Dalam hal pencairan/penyaluran Belgnja Hibah dilakukan pada akhir
tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran befak/ie:/idih.bengkuluprov.go.id

[
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Pasal 26

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 dibuat dengan
sistematika paling sedikit metiputi -
| surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur,

Il. laporan kegiatan, terdiri atas :
a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan,

ruang lingkup kegiatan,

realisasi pelaksanaan kegiatan;

daftar personalia pelaksana; dan

penutup;

-~ 0o a O

lll. laporan keuangan, meliputi

a. realisasi penerimaan Belanja Hibah: dan
b. realisasi penggunaan; '

V. lampiran.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai cukup dan
ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh| ketua/kepala/pimpinan instansi
Pemerintah, Bupati/Walikota, Direkturr atau sebutan lain, atau
ketua/pimpinan organisasi masyarakat.

(3) Dalam hal Belanja Hibah ditujukan kepada masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan yang berkaitan..dengan tempat peribadatan, pondok
pasantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifal non formal
serta pengelolaannya berupa partisipapi swadaya masyarakat, maka
laporan penggunaan Belanja Hibah digusun dalam bentuk surat yang
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris| serta memuat informasi minimal
mengenai

a. realisasi penerignaan dan penggunaan Belanja Hibah; dan

b. daftar personalia pelaksana.

dimaksud pada ayat (1) dan (2), sebagajmana dimaksud dalam Lampiran,

(4) Format minimal laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana
sebagai bagian tidak terpisahkan dari PJ\'

aturan Gubernur ini.

Pasal 27/

(1) Belanja Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Belanja Hibah berupa barang atau ja%a dicatat sebagai realisasi objek

Belanja Hibah pada jenis belanja bar#ng dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

(3) PPKD melakukan pencatatan realisasif Belanja Hibah, untuk selanjutnya

dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun
anggaran berkenaan. http://idih.bengkuluprov.go.id


http://jdih.bengkuluprov.go.id

21

(4) Belanja Hibah berupa barang atau jasa yang belum diserahkan kepada

Penerima Belanja Hibah sampai dengan akrizr tahun anggaran berkenaan,
dilaporkan sebagai persediaan dalarn neraca.

(5) Realisasi Belanja Hibah berupa barang atpu jasa dikonversikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan paba laporan realisasi anggaran

dan diungkapkan pada catatan atas Iaporani: keuangan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. |

Bagian Kesepuluh
Audit |

Pasal 28

(1) Belanja Hibah perupa uang can barang atau jasa dengan nilai di atas
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh Akuntan Publik
paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan
selesai, kecuali telah dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu.

(2) Audit Belanja Hibah yang dilakukan Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. kesesuaian penggunaan Belanja Hibah dengan NPHD; dan
b. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penerima Belanja Hibah menunjuk Akuntan Publik dengan biaya
dibebankan pada Penerima Belanja Hibah yang bersangkutan.

(4) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja Hibah berupa uang,
disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Bengkulu
dengan tembusan disampaikan kepada Bi\Jp Administrasi Pembangunan.

(5) Laporan Hasil Audit oleh Akuntan Publik atas Belanja Hibah berupa
barang atau jasa, disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.

BABII |
-« BELANJA BANTUAN|SOSIAL
Bagian Kesaty
Penerima Belanja Banﬂuan Sosial

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan
anggota/kelompok masyarakat sesuai
yang dilakukan secara selektif, dengan

pemenuhan belanja urusan wajib sesuai
undangan.

Belanja Bantuan Sosial kepada
kemampuan keuangan Daerah
terlebih dahulu memprioritaskan
ketentuan peraturan perundang-

(2) Pemberian Belanja Bantuan Sosial sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagﬁaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sasial, ekonomi, politik, bencana

atau fenomena alam, agar dapat [memenuhi kebutuhan hidup
minimum.

b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan,
sosial dan bidang lain, yang berperan |melindungi individu, kelompok,
dan/masyarakat dari kemungkinan terjaginya risiko sosial.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Bantuan Sosial
Pasal 30

Belanja Bantuan Sosial bersifat tidak mangiat dan tidak wajib serta harus
digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah disetujui.

Pasal 31
(1) Pemberian Belanja Bantuan Sosial harus dilaksanakan dengan
ketentuan :
a. selektif;

b. memenuhi persyaratan Penerima Belabja Bantuan Sosial;

bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesuaidengan tujuan penggunaan. |

(2) Kriteria  selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dimaksudkan bahwa Belanja Bantuan Sosial hanya diberikan kepada

calon penerima yang ditujukan untuk métindungi yang bersangkutan dari
rkemungkinan risiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan Penerima Belanja
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi::

a. memiliki identitas yang jelas; dan
0. berdomisili di Bengkulu.

Bantuan Sosial sebagaimana

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dimaksudkan bahwa pemberian Belanja

Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun
anggaran.

(5) Keadaan tertentu yang memungkinkan Belanja Bantuan Sosial dapat
diberikan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, dimaksudkan bahwa Belanja| Bantuan Sosial dapat diberikan

setiap tahun anggaran sampai Penerima Belanja Bantuan Sosial telah
lepas dari risiko sosial.

(6) Kriteria sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, meliputi '

a. rehabilitasi sosial:

b. perlindungan sosial: http://jdih.bengkuluprov.go.id
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. pemberdayaan sosial;

c
d. jaminan sosial;

4]

. penanggulangan kemiskinan; dan

penanggulangan bencana.

=

Bagian Ketiga
Bentuk Risiko Sosial
Pasal 32

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), meliputi:

a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti kelaparan, penyakit

kekurangan gizi, cacat fisik dan/atau mental, usia lanjut, masyarakat
terlantar, anak-anak yatim piatu, orang lanjut usia/jompo, orang sakit;

b. risko yang terkait dengan kondisi ekpnomi, seperti fakir miskin,
pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma,

c. risiko yang terkait dengan lingkungan, seﬁeni Kekeringan, banjir, gempa
bumi, tanah longsor, bencana alam |lainnya, dan keterisolasian/
masyarakat tertinggal. '

Bagian Keemp
Tujuan dan Jenis Kegiatan

Paragraf 1

Tujuan
Pasal 33

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)
‘huruf a, ditujukan untuk memulihkan danI mengembangkan kemampuan

seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)
huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan
dan kerentanan sosial seseorang, keluar'yga. dan kelompok masyarakat,

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dim?ksud dalam Pasal 31 ayat (6)
huruf ¢, ditujukan untuk menjadikan atau Tn
kelompok masyarakat yang mengalam
memenuhi kebutuhan dasarnya.

emberdayakan seseorang atau
i masalah sosial agar mampu

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d,
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin Penerima Belanja

Bantuan Sosial agar dapat memenuhi lebutuhan dasar hidupnya yang
layak.
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(5) Penanggulangan kemiskinan s=bagaimana idimaksud dalam Pasal 31
ayat (6) huruf e, merupakan keoijakan, pfogram, dan kegiatan yang
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelornptok masyarakat yang tidak

mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak
dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi Kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk
rehabilitasi.

Paragraf 2
!
Jenis Kegiatan |
Pasai 34 |

(1) Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapgt diberikan Belanja Bantuan
Sosial, meliputi :

a. pelatihan vokasional;

b. pembinaan kewirausahaan;

c. bimbingan mental spritual;

d. bimbingan fisik;

e. pelayanan aksesiblilitas,

f. bimbingan sosial dan konseling;

g. bantuan dan zsistensi sosial, dan/atau

h. bimbingan resosialisasi

(2) Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan
Sosial, meliputi ;

a. bantuan langsung;

b. penyediaan aksesibilitas,
‘c. penguatan kelembagaan;
d. advokasi sosial, dan/atau

e. bantuan hukum.

(3) Jenis kegiatan pemberdayaan sosial jyang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosial, meliputi : ‘

peningkatan kemauan dan kerr.ampuarw;
.. pelatihan keterampilan;

pemberian stimulan modal; J
|
peralatan usaha dan tempat usaha; |

peningkatan akses pemasaran hasil Jsaha;
penataan lingkungan; ‘

-~ o o o0 O o

supervisi dan advokasi sosial; |

> @

penguatan keserasian sosial; dan |

pendampingan.
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(4) Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberikan Belanja Bantuan

Sosial, meliputi tunjangan berkelanjutan |dan bantuan iuran asuransi
kesejahteraan sosial.

(5) Jenis kegiatan penanggulangan kemlskman yang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosial, meliputi :

penyuluhan dan bimbingan sosial; |
pelayanan sosial;
penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;

penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;

penyediaan akses pelayanan perumahap dan pemuklman dan

penyediaan akses pelatihan, modal lusaha, dan pemasaran hasil
usaha.

- 0o o o T o

(@]

(6) Jenis kegiatan penanggulangan bencana|yang dapat diberikan Belanja
Bantuan Sosiai, meliputi :
a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar,

berupa air bersih dan sanitasi, pandan, sandang, kesehatan, dan
penampungan;

b. pemulihan darurat prasarana dan sarana,
~. bantuan perbaikan rumah masyarakat,
d. saniunan duka cita; dan

e. santunan kecacatan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4),.(5), dan (6)
dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ﬂsrk dan/atau non fisik.

Bagian Kelima
Pengajuan dan Persyaratajw Permohonan
. Pasal 35

(1) Perorangan, keluarga, dan/atau maLyarakat serta
pemerintah mengajukan permohonan
kepada Gubernur.

lembaga non
rtulis Belanja Bantuan Sosial

(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (!, dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh
ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

b. bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh
pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap RT/PW.
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Pasal 36 |

(1) Permohonan tertulis bagi lembaga ndn pemerintah’an sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a‘ dilengkapi proposal yang paling
sedikit memuat informasi tentang : '

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;
hasil yang diharapkan;
lokasi pelaksanaan;

waktu pelaksanaan;

-~ e a o

data umum organisasi/lembaga;

alamat lengkap;

> @

daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga,
rencana anggaran biaya,

j. nomor rekening bank yang masih berlaku,
k. NPWP lembaga; dan

I.  penutup.

(2) Selain prdposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan

Belanja Bantuan Sosial bagi lembaga rjon pemerintah, wajib melampirkan
persyaratan administrasi. '

(3) Persyaratan administrasi permohonan Belanja Bantuan Sosial baagi
lembaga non pemerintah, meliputi : |

a. Akta Notaris mengenai péﬁdirian Jembaga atau dokumen lain yang
dipersamakan;

b. surat pernyataan tanggungjawab;
' ¢c. NPWP;
d.

surat keterangan domisili lembaga J:lari Desa/Kelurahan setempat;
|

e. izin operasioral/tanda daftar lembaba dari instansi yang berwenang;

f. bukti kontrak sewa gedung!bangdnan. bagi lembaga yang kantornyz
menyewa,

g. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku ata:
nama ketua dan sekretaris atau siutan lain; dan

h. salinan rekening bank yang masihfaktif atas nama lembaga.
(4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1)i huruf Kk dan ayat (2) huruf a, c, ¢
dan f, untuk Belanja Bantuan Sosial kepada lembaga non pemerinte

yang bersifat non formal, yang bergeran melindungi individu, kelompo
dan/masyarakat dari kemungkinan tefjadinya risiko sosial.

Pasall37

Permohonan tertulis bagi individu,l| keluarga, dan/atau masyara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal |35 ayat (2) huruf b, paling sed
memuat informasi tentang : |
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maksud dan tujuan penggunaan;
jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dimohor{kan;

identitas lengkap Penerima Belanja Bantuar‘ Sosial, terdiri atas :

status perkawinan; dan

1. nama lengkap;

2. tempat/tanggal lahir;
3. alamat lengkap;

4. nomor KTP,

5. pekerjaan/aktivitas,
8.

7

i
nomor rekening bank. |

. salinan/photocopy nomor rekening atas na%a Penerima Belanja Bantuan

Sosial; dan

salinan/photocopy KTP yang masih berlaku,

Pasal 38

Surat permohonan, proposal dan per#yaratan administrasi Belanja
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksuT dalam Pasal 35 dan 36
disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang
melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Caerah. '

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyeleksian
terhadap permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan Sosial, dan
selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara surat permohonan

dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen

proposalnya dikembalikan kepada Pemohen Bantuan Belanja Sosial yang
bersangkutan.

Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Bantuan
Sosial sesuai persyaratan administratif, ‘/maka unit kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen
proposal kepada Gubernur. ‘

Gubernur menugaskan Sekretaris Daerat} supaya memerintahkan Asisten
Sekretaris Daerah mendistribusikan su'{at permohonan dan dokumen
proposal Belanja Bantuan Sosial kepada %KPD yang membidangi.

As@sten Sekretaris Daerah mendistribysikan surat permohonan dan
dokumen proposal Belanja Bantuan| Sosial kepada SKPD yang
membidangi dan memerintah untuk evaluasi sesuai dengan bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan, meliputi :

a. urusan pendidikan, dilaksanakan o

leh Dinas Pendidikan Provinsi
Bengkulu;

b. urusan kesehatan,
Bengkuly;

dilaksanakan clleh Dinas Kesehatan Provinsi

C. urusan penanggulangan bencan? dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Prpvinsi Bengkulu;
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d. urusan kesejahteraan sosial, diiaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi

Bengkulu;

e. urusan pemberdayaan perempuan |dan perlindungan  anak,

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi
Bengkulu; i

urusan sosial dan keagamaan, dilaksa akan oleh Birc Admnistrasi
Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Bengkuluy,

g. urusan kepemudaan dan olah raga, dilak$anakan oleh Dinas Pemuda
dan Olahraga Provinsi Bengkulu, dan

h. urusan pemberdayaan macyarakat dan dt:g, dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi

Jawa Barat. |

|
Bagian Ketujuh |
Evaluasi Permohonan
Pasal 39

(1) SKPD terkait melakukan evaluasi terhadap keabsahan can kelengkapan
persyaratan peimohonan Belanja BanluanfSosial berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(2) Evaluasi dilakukan oleh Tim Evaluasi dan|hasilnya disampaikan kepada
Kepala SKPD,

(3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi

dan sinergitas atas evaluasi yang_dilaku»}an dengan Asisten Sekretaris

Daerah sesuai lingkup tugasnya melalui| Biro terkait pada -Sekretariat
Daerah.

(4) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud paf?a ayat (1) menyampaikan hasil
gvaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Ketua TAPD.

(5) Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan Daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon
Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNCP-BBS).

(6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pelimbangan disertai DNCP-BBS
kepada Gubernur

(7) Gut?ernur menetapkan persetujuan ‘ateu  penolakan DNCP-BBS
berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.

(8) Persetujuan Gubernur terhadap DNCP-BBS dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Gubernur dan menjadi dasar pencantuman alokasi
anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
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Bagian Kedelapan |
Penganggaran

Pasal 40
(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang oicantuTkan dalam RKA-PPKD.

(2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang dicantpmkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana Timaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Sosial dalam
APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

(4) PPKD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
Belanja Bantuan Sosial, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan Sosial. -

(5) SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sgsial berupa barang atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kelompok belanja langsung,
yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam

jenis belanja tarang dan jasa, objek, dan rincian objek Belanja Bantuan
Sosial barang atau jasa.

(6) Rincian cbjek Belanja Bantuan Sosial sebggaimana dimaklsud pada ayat
(4) dan ayat (5) memuat nama dan algmat lengkap penerima serta
besaran Belanja Bantuan Sosial. '!

(7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran Belanja Bantuan Sosial -
dan jenis Belanja Bantuan Sosial dituangkap dalam Penjabaran APBD.

Pasal 41

(1) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimpna dimaksud dalam pasal 40
ayat (7), dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari DPA PPKD untuk

belanja bantuan. sosial dalam bentuk uang dan DPA SKPD untuk belanja
bantuan sosial dalam bentuk barang.

(3) Dalam hal terdapat-ketidaksesuaian antart permohonan Belanja bantuan
Sosial dengan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD
terkait memberitahukan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial untuk

membuat dan/atau menyesuaikan propogal/permohonan sesuai dengan
besaran Belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan dalam DPA.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan
Pasal 42 |

(1) Pelaksanaan anggaran Belanja Bantuan bosial berupa uang berdasarkan
pada DPA-PPKD. |

_ |
(2) Pelaksanaan anggaran Belanja Bangtuan Sosial berupa barang
berdasarkan pada DPA-SKPD.
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pencairan Belanja Bantuan Sosial kepad

yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah dengan

tembusan kepada Biro Keuarngan, deﬁ\gan dilengkapi persyaratan
administrasi, meliputi :

4,

S.

.
C. ‘Belanja Bantuan Sosial untuk mas

pemerintah, terdiri dari :
1.

2.
3.

{

30

Bagian Kesepuluh!
Pencairan Bantuan Sosiai B rupa Uang

Pasal 43

(1) Pencairan Belanja Bantuan Sosial didasarkan pada DPA-PPKD.

(2) Pencairan Belanja Bantuan Sosiai berupa uang dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (LS), dan disalurkan melalui Rekening
Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 44

Gubernur melalui unit kerma

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa {mg mengajukan permohonan

a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari
i

2,

surat permohonan pencairan BeIanjq' Bantuan Sosial,

salinan/photocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan
Sosial; '

.alinan/photocopy rekening tank yang masih aktif atas Penerima
.elanja Bantuan Sosial;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan
dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja Bantuan Sosial;

surat pernyataan tanggungjawab.

b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari :
1.

2.

surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial,

salinan/photocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima
Relanja Bantuan Sosial,

salinan/photocopy rekening bank!yang masih aktif atas nama
kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial;

kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan

dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Belanja
Bantuan Sosial;

surat pernyataan tanggungjawab. |.
}'(arakat dan/atau lembaga non

sprqt permohonan pencairan Belanja Bantuan Sasial, dilengkapi
rincian rencana penggunaan Belarja Bantuan Sosial:
salinan/photocopy KTP atas npma ketua/pimpinan pengurus
len?bagaforganisasi Penerima Belgnja Bantuan Sosial;
salinan/photocopy rekening bank yang masih aktif atas nama
lemtagal/organisasi: :

kyitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani, dan
dibubuhi cap lembaga/organisasi kerta dicantumkan nama lengkap
ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi atau sebutan lain;
surat pernyataan tanggungjawab. |
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(2) Pengguna Anggaran/PPKD mengajukan Nota Persetujuan Pencairan
kepada Gubernur.

(3) Berdasarkan  Persetujuan  Gubernur, Pengguna  Anggaran/PPKD
memerintahkan kepada Bendahara belanja Bantuan Sosial untuk
membuat Surat Permintaan Pernbayaran Lan%sung (SPP-LS).

(4) Apabila dokumen persyaratan pencairan sabagaimana dimaksud pada

ayat (1) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) - ;

(5) Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa| Bendahara Umum Daerah
(BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(6) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sabagaimJna dimaksud pada ayat (3),

(4) dan (5), dilaksanakan sesuai ketentban peraturan perundang-
undangan.

Pasal 45

Penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uahg, bertanggungj'awab gtas
kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasail 44 ayat (1).

Bagian Kesebelas ! .
Penyaluran Belanja Bantuan SosialiBerupa Barang
Pasal 46

(1) SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD

dan ketentuan peraturan perundang-undanmgan di bidang pengadaan
barang dan jasa pemerintah.

(2) SKPD mencatat barang hasil pengagaan pada jenis belania barang dan
jasa, objek, rincian objek Belanja Bantuan Sisial barang berkenaan, yang

akan diserahkan kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial.

(3) Penyerahan Belarja Bantuan Sosial berupa iarang dilakukan oleh Kepala

SKPD kepada Penerima Belanja Bantuan So| ial, yang meliputi :

a. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk individy, terdiri atas :

1. Berita Acara, Serah Terima rangkap '|4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Belanja
Bantuan Sosial, |

salinan/photocopy KTP atas nama| Penerima Belanja Bantuan
Sosial; f

3. surat pernyataan tanggungjawab. !
b. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelualj_ga. terdiri atas :

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,

ditandatangani dan dicantumkan n&ma lengkap kepala keluarga
Penerima Belanja Bantuan Sosial:

salinan/photocopy KTF atas nama kepala keluarga Penerima
Belanja Bantuan Sosial;

3. surat pernyataan tanggungjawab.
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c. bagi Belanja Bantuan Sosial untuk kelomqok masyarakat/lembaga non
pemerintah, terdiri atas : ;

1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) bermaterai cukup,
ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap

ketua/pimpinan atau sebutan lain kelpmpok masyarakat/ lembaga
non pemerintah;

2. salinan/photocopy KTP ketua,’pimpinah atau sebutan lain kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintah;

3. surat pernyataan tanggungjawab.

Bagian Keduabelas
Penggunaan
Pasal 47

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib menggunakan uang dan/atau

barang yang diterima sesuai dengan perunttkan yang dicantumkan dalam
proposal permohonan yang diajukan dan telah disetujui.

(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial diiarané mengalihkan uang dan/atau
barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Ketigabe[?s
Pertanggungjawaban dan|Pelaporan
Paragraf 1
Pertanggungjawaban
Pasal 48

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan
materiil atas penggunaan Belanja Bantuan|Sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban Penerima Belanja | Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. laporan penggunaan, |
b. surat pernyataan tanggungjawab yajg menyatakan bahwa Belanja

Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal
yang telah disetujui; '

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi Penerima Belanja Bantuan Sosial
berupa uang: !

d

. salinan Berita Acara Serah Terima|barang bagi Penerima Belanja
Bantuan Sosial berupa barang.

_ ggungjawab atas kebenaran dan
keabsahan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Penerima Belanja Bantuan Sosial silaku objek pemeriksaan, wajib

(3) Penerima Belanja Bantuan Sosial bertarI

menyimpan bukti pengeluaran atau saglinan bukti serah terima barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dan d.
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barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesual

(5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran atauLsalinan bukti serah terima
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi[ Bengkulu atas pemberian
belanja bantuan sosial meliputi:

a. permchonan dari calon penerima belan;a bantuan sosial kepada
Gubernur,

b. surat keterangan tanggung jawab dari penerima belanja bantuan sosial
yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial yang diterima akan
digunakan sesuai dengan usulan;

c. SPM/SP2D dan bukti transfarfpenyerbhgn uang atas pemberian
belanja bantuan sosial berupa uang;

R AP A T e N e T T T WIS e ot e ] ="

d. Berita Acara Serah Terima barang at45 pemberian belanja bantuan
sosial berupa barang.

Paragraf2 |
Pelaporan

Pasal 48 .
(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan s¢sial berupa uang dan barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a disampaikan oleh
Penerima Belanja Bantuan Sosial kepadaiGubernur melalui SKPD terkait
1 (satu) bulan setelah kegiatan celesai étau paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) SKPD menyampaikan Rekapitutasi penerimaan laporan penggunaan
belanja bantuan sosial dan dokumen laporan penggunaan beiénja bantuan
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Administrasi
Pembangunan setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

{3)IBiro Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan dan mengendalikan
penerimaan, pengadministrasian dan denyimpanan dokumen laporan
penggunaan Beldhja Bantuan Sosial, sbna menyampaikan rekapitulasi
laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan barang/jasa
kepada PPKD melalui Biro Pengelo!aap Keuangan Sekretariat Daerah
Provinsi Bengkulu, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) SKPD terkait mengirim surat permintajn laporan penggunaan Belanja

Hibah kepada Penerima Belanja Bantuan Sosial secara berkala setiap 3
(tiga) bulan.

(5) Dalam hal pencairan/penyaluran Belanja Bantuan Sosia! dilakukan pada
akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

!
Pasal 50|

(1) Laporan penggunaan Belanja Bantuan|Sosial disusun dalam surat yang

memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Belanja
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g

Y

Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui,
serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan
Sosial; |

S Pl 3 W71

(2) Format minimal laporan penggunaan | Belanja Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan|Gubernur ini.

Pasal 51

(1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang, dicatat sebagai realisasi jenis

[ Belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

! 3 (2) Belanja Bantuan Sosial berupa barang, djcatat sebagai realisasi objek

4 Belanja Eaintuan Sosial pada jenis belanja bLa
! dan kegiatan pada SKPD terkait.

(3) PPKD melakukan pencatatan realicasi BFIan;a Bantuan Sosial, untuk
selanjutnya dicantumkan pada Laporan Pﬁeuangan Pemerintah Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Belanja Bantuan Sosial berupa barang y#ng belum diserahkan kepada
Penerima Belanja Bantuan Sosial samp_a:[ dengan akhir tahun anggaran
berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan/dalam neraca. |

(5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial berupa barang, dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada lgporan realisasi anggaran, dan

B SRR LR O oo B e e

rang dan jasa dalam program

o g p—— -

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

: BAB IV |
TIM EVALUAS| PERMOHONAN
Pasal 52 |

(1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi atas keabsahan dan kelengkapan
permohonan Belé*nja Bantuan Hibah dan permohonan Belanja Barituan
Sosial, Kepala SKPD terkait membentuk Tim Evaluasi.

(2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud péda ayat (1) melakukan penelitian
dan/atau peninjauan lapangan atas| keabsahan dan kelengkapan
permohonan. |

(3) Hasil evaluasz permohonan Belanja E}antuan Hibah dan permohonan
Belanja Bantuan Sosial dituangkan daiqm berita acara, untuk selanjutnya
disampaikan kepada Kepa'a SKPD. |

BAB V
j MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 53
; (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian,
pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial.

=

R Iy, T L
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BAB VIl |

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pelaluran Gubernur ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Bengkulu. |

Pasal 57

ng Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan

Serta Monitering Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus

sesuai dengan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur tentE

Pasal 58

Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan
Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Be@,nja Daerah mulai berlaku pada Tahun

Anggaran 2012
¥
Agar setiap orang dapat mengetahuinya imemerintahkan pengundangan

Peraturanﬁubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Bengkulu? ‘ - -

Ditetapkan di Bengkulu
p pada tanggal %0 - 12 - 22U
i

‘ " Plt. GUBERNUR BENGKULU
_ WAKIL GUBERNUR

W

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal %o- 17 - 20U

SEKRETARIS DAERAH

-—

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011 NOMOR %5
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|
|

LAMPIRAN ~ : PERATURAN GUBERJIUR BENGKULU

NOMOR TAHUN 2011
TANGGAL 2011
TENTANG ' TATA CARA PENGGANGGARAN,

5
¥
§
H
i
')
i3
£
7%
f &
i
%
. &3
¥
£

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGIAWABAN DAN PELAPORAN
SERTIA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG
BERJUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN_BELANJA DAERAH

£ TR e

FORMAT - A

| CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR KEPALA SKPD KEPADA GUBERNUR TENTANG HASIL
! EVALUAS|I PERMOHONAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT SKPD

1 ' o i 20XX

(tempat), (tgl/bulan) (tahun)

1 . ' Kepada
2 3 Nomor : Yth. Gubernyr Bengkulu
|  § Sifat : U.p. Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Lampiran . 1 (satu) Berkas Daerah '
Hal . Hasil Evaluasi Permohonan
Belanja Hibah Daerah Tahun
Anggaran 20XX Bi
Berjgkulu

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanagn dan Penatausahaan,
‘Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, kami telah melakukan evaluasi atas
proposal permohomran belanja hibah dan mempertimbangkan prioritas serta:
keterkaitan dengan penyelenggaraan program dan Kegiatan Pemerintah

2 et it

; Provinsi Bengkulu.
1 Jumiah permohonan sebanyak ... proposal senilai Rp...........dan
" berdasarkan hasil evaluasi telah disetujui sebanyak ... proposal senilai
§ BB | covonromeeenimaisg yang terdiri dari: .
y No B Uraian ;:;r;éa;;l Nilai (Rp) I
1L Permohonan Belanja Hibah Daerah b{arupa
i Uang \
2. | Permohonan Beianja Hibah Daerah berupa ‘ \
Barang/Jasa
| Jumlah |

Berita Acara Evaluasi dan Dattar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan
Daerah dimaksud.
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Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak
diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)

o g el b
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FORMAT - A1

CONTOH FORMAT

§ i AL R AN (SR B AR, I 1

BERITA ACARA HASIL EVALUASI
PERMOHONAN BELANJA HIBAT—!
|
Pada han Nl Tanggal.......Bulan....Tahun.........., kami Tim Evaluasi
Permohonan Belanja HibahDaerahpada ..o J ..... yang dibentuk berdasarkan
‘Surat Keputusan Kepala SKPD .................... NEMOT. i Ttnggal ............. telah melakukan
, evaluasi atas permohonan belanja hibahdaerah Tahun Anggaran 20XX.

, Berdasarkan hasil evaluasi, kami memberikan penilaian sebagal berikut:

Permohonan Yan ] . ‘.
rN(:: l Uraian Masuk ; \ HaskEvaan Keterangan \
' Jumlan Nilai (Rp) | Jumiahl | Nilai (Rp)

Belanja Hibah - |
uang l 1
Belanja Hibah- '| [

barang/Jasa | l |, \
Total i 1 1 l |

Rincian hasil evaluasi disajikan sebagaimana terlampir:
1. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanjz Hibah Daerah - Ugng
2. Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah Daerah—-Barang/Jasa

Demikian Berita Acara ini, kami buat dengan penuh tanggungajwab dalam rangkap 4 (empat)
rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

|
TIM EVALUASI '

Nama Lengkap!NIP

Tanda Tangan

...................................
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CONTOH FORMAT

DAFTAR NOMINAT

(DMC-FBH)
TAHUN ANGGARAN

[F CALON PENERIMA BELANJA HIBAH

| FORMAT - A2

Nama SKPD ..

Jenis Belanja L-hbah Uang Balangrddsa
'. ]l ll | Pesaran Belanja Hibah \ |
L . Alamat | Pencana HE. (Rp)
| No Nama Calon Penerima Lengkap | Penggunzan . N Ket

| Fermo oran | e iasi _J
|1 2 : 3 T 4 [ | 5 6 7 ]
T E— ] i [ | i l a
|i 2 | |l el \ 11 \] %
3. | dst. |
- I ‘l." - 1 1 |
— - | |
L TOTAL 1 &J'____ l | [
. tgl/bulanftahun
Kepala QPD..

(nama jelas/NIP/di cap)

Ket:
*) Corel yang tidak periu

Kdtua lim Evaluasi

(nama jelas/NIP)
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FORMAT - B

TTRE

CONTOH FORMAT

SURAT PENGANTAR KETUA TAPD KEPADA GUBERNUR TENTANG
PERTIMBANGAN PERMOHONAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT TAPD

SR

TR

RPN/ 1} &

[(tempat), (tgl/bulan) (tahun)

£ Kepada A
3 ] Nomor ; Yth. Gubernur Bengkulu
Sifat : j
48 Lampiran .1 (satu) Berkas Di :
& Hal . Hasil Pertimbangan Bengkk.*u
£ Permohonan Belanja Hibah |
p Tahun Anggaran 20XX

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor ...Tahun 2011 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaandan Penatausahaan,
Pertanggungjawabandan Pelaporanserta Monitofing dan Evallasi Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan 'dan Belanja Daerzh,sertamempgrhatixan hasil evaluasi
permohonan belanja hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan
penelaahan disesualkan dengan kemampuan| keuangan daerah dan
mempertimbangkan prioritas pemenuhan belén}a urusan wajib yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan bahwa
; yang melakukan evaluasi permohonan belanjd hibah sebanyak ...-......

SKPD, dengan jumiah permchonan sebanyak ...... proposal senilai
RBiisii dan berdasarkan hasil penelaahan kami dapat dipertimbangkan
untuk disetujui sebanyak ...... proposal senilai RP ....c.ooovvivivininninns, yang
terdiri dari: I |
: [ Jumlah Proposal Nilai (Rp)
] he et S Uang | Barang | Uang [ Barang |
1. ] ]f
? 2. = |
: dst _____ |
L [dumiah ] | |

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, | kami sampaikan Daftar
i Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima
kasih. : -

!Ketua TAPD

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)
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FORMAT -B.1

CONTOH FORMAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BELANJA HIBAH
(DNC-PBH) .
HASIL PERTIMBANGAN TAPD

TAHUN ANGGARAN ........... oo

Nama OPD ..o,
Jenis Belanja Hibah: Uang/Bararng/Jasa®) | .
Nama i Besaran Balanja Hibah (Rp) | Ket |
No Lengkap Alamat Rencana | Hasil Pertimbangan | |
Calon Lengkap | Penggunaan | Permohonan | Evaluasi TAPD \ ‘
Penerima \ 1 ' SKPD
1| 2 3 4 5 L 8 | 7 8
Tl —— ‘ \
2 [ i - l. L
3. |8t .' |' | |
R . 1 e |
.. P i |
\ l{ | |
[ [ .TOTAL | [ |1 | |
v, tgl/bulanftahun
Tim TAPD Kepala OPD..
(nama jelas/NIP) (namg jelas/NIP/di cap)
|
*) Coret yang tidak perlu k.

|
|
i
|
|
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| FORMAT - C

CONTOH FORMAT *|
¥ J
DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA ?ELANJA HIBAH
(DNC-PBH) |
5 PERSETUJUAN GUBERNUR
i TAHUN ANGGARAN ...
" ; Nama SKPD «.........ooooin,
8 Jenis Belanja Hibah: Uang/Barang/Jasa®) I
, Nama Beeran Belanja Hibah (Rp) |
NG Lengkap Alamat Rencana { PEsl! Pertimbangan | Persetujuan TI
Calon Lengkap Penggunaan | Permohonan | Evaluasl TAPD Gubernur
Penerima SKPD | '
B 1 2 3 4 5 18 7 1 8 |
T | O S L |
2] P 1 ]
R — | ',!
A . | :
l I
[ [ |
[ TOTAL j |
. ..., tgl/bulanftahun
o4 Gubefnur Bengkulu
‘i
A (oveeerereesenessennes )

*) Coret yang tidak perlu

' http://idih.bengkuluprov.go.id
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FORMAT =D 1

CONTOH FORMAT

NASKAIH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG (s/d Rp.100.000.000,00)

Pada hari ini tanggal

bulen .........cieeeene.. t@ahun
yang bertanda tangan di bahwa ini:

£ 7 . Nama T e e e b ........................................
' £ NIP . . e R T bR G S e e L
: Pangkat : :
Jabatan : € rren e st rE e T ot man b ez ST TR AR PV S e R s T
Unit Kerja : '

..........................................................

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Beng*ulu yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

K. !
[, Nama NN R YA s PR L o e G
' No. KTP T asd RS S AR N N SR Ry e S R ] ...........................................

Jabatan i eeresesrstbreih e i sae e eheNbehsas b ars s irstatberente T —
Alamat .

4 Yang bertindak untuk dan atas nama ... yan&; selanjutnya disebut PIHAK
. KEDUA. '

Kedua belah pihak sepakat untux melakukan Perjanjian Be!anp Hibah Daerah berupa Uang
dengan keter,luan sebagai berikut:

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1). PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada P'.HAK|KEDUA berupa uang sebesar
BRP s nau e iy L L

........... rupiah)
(2). PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah d%n PIHAK KEDUA berupa uang
BODBBAF R cviiivivisiiism s iihssiesnmsnyap inests Godiimians baonirs s s o s . rupiah)
(3).Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayal| (1) dipergunakan untuk

......................... sesuai dengan Rencana Penggunaan lanja Hibah/Proposal yang
3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanfian belanja hibah daerah ini.
4 (4).Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

...................................

Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA H'BAH

(1). Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber bari AnggaranPendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun.......... {.... dilakukan secara bertahap
atau sesuai kebutuhan,

(2). Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK
PERTAMA, dengan dilampiri;

a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
b. Foto copy Rekening Bank ;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
(3).Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui

pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu ke Rekenmg
Bank o wammisiis atas nama PIHAK KEDUA dengan Nemor Rekening ..

http://idih.bengkuluprov.go.id
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(4).PIHAK KEDUA setelah menerira pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA,
segera melaksanakan kegiatan dengan berpgdoman pafia Rencana Penggunaan
Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.|

Pasal 3
PENGGUNAAN

(1). PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang s¢bagaimana dimaksud pada
pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah{Proposal.

(2). PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang ditgrima kepada pihak lain

(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergynakan untuk ;

No Uraian 1+ Jumlah |

Pasal 4
KEWAUJIBAN PIHAK KEDUA,

(1). Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja hibah

(2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang
dan jasa sesual dengan peraturan perundang-undangan |

(3). Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur
melalul SKPD.........ccceiniiiiinn, disertai dokumentasi ( foto) kegiatan dan dokumen
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani
pimpinan lembagal/organisasi.

(4). Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada
masing-masing SKPD

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1).Mencairkan belanja hibah apabila selurun persyarat dan kelengkapan berkas
pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEQUA

(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhii
persyaratan yang ditetapkan,

(3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.

(4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah

(5).Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan denga

karakteristik dan ketentuan
spesifik pada masing-masing SKPD

Pasal 6

SANKSI

(1).Pinak KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1 )dan (2) dapat dikenakan sanksi

administrative berupa peringatan tertulis sesual peraturpn perundang-undangan yang
berlaku,

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 7

LAIN-LAIN

uat rangkap 5 (lima), lembar
hingga mempunyai kekuatan

(1).Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, di
pertama dan kedua masing-masing bermateran cukup s
hukum sama, |

(2).Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD iq'n dapat diatur lebih lanjut
dalamAddendum

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
|

»

A
L
A
'
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http://jdih.bengkuluprov.go.id



http://jdih.bengkuluprov.go.id

g

| )Y
| 1
;_'.
i
|
i

|

S

SI

-

T L S warrs LIRS Ay T

FORMAT -D.2

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA UANG (di atas Rp.100.000.000,00)

Pada harl inl .....cccveammmmainons I 157 T (RO BB gsiasgess cmmnes tahUN .ovenenrisiees
yang bertanda tangan di bahwa ini:
1. MBS 0000 ] csesecssrnesanmvesisesssemsssiessssssspnssdisnseeenn s
NI . i oo O e DG S R s e S e i A TR
Pangkat
Jabatan

Unit Kerja

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur Bengku\u yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

iI. Nama

No. KTP i L becnsonais e
Jabatan U PRTPOPS (0T PP R C TR IO _
Alamat y

Yang bertii Jak untuk dan atas nama ...............yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

Kedua belah {ihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belan
dengan ketentt 1 sebagal berikut:

a Hibah Daerah berupa Uang

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH |

(1). PIHAK PEE TAMA memberni<an be:'.an}a hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar
Rp.... USROS, (S rupiah)

(2).PIHAK « D cnyatakan telal 'rima belanja hibah dpn PIHAK KEDUA berupa uang
sebasa; ».

P rhi e B AR Lvnisnaniig rupiah)
(3).Belanja Hibah sebaga;mawa dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

.............. ......588uai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang

merupak: | bagian yang tidak ter; = ahkan dari naskah perjanjian belanja hibah daerah ini.
(4). Penggun.an belanja hibah sebagaii1ina ayat (2) bertujuan ntuk

‘ Pasal 2
PENCAIRAN BELANJA HIBAH
(1). Pencuiran ,a hibah berupa uang yang bersumber|dari AnggaranPendapatan dan
Belr ja Da (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun........ L..... dilakukan secara bertahap
ate  sesuo ituhan. '

(' Un! ik penc belanja hibah, PIHAK KEDUA mengaju
'E+ T AMA, ;an dilampiri:

i. Naskah ! Jjian Belanja Hibah Daerah:
). Foloc <ening Bank :
. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;

(3). Betanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui

pemindahbukuan darl Rekening Kas Umum Daerah Rrovinsi Bengkulu ke Rekening
BanK ...o.cnnanuncs atas nama PIHAK KEDUA dengan Nomor Rekening .

*an permohonan kepada PIHAK

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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segera melaksarakan kegiatan dengan barpedoman pada Rencana Penggunaan
Belanja Hibah/Proposal dan peraturan perundang-undangan.

(5).Pencairan secara bertahap dilakukan untuk belanja hibah uang dengan nilal diatas
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah), :

(4).PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja h}:ah dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 3
PENGGUNAAN

(1). PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang'sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.

(2). PIHAK KEDUA dilarang mengalinkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain

(3). Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipefgunakan untuk |

No Uralan Jumlah

— |
L] \

Pacsal 4
KEWAUJIBAN PIHAK KEDUA

(1).Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah

(2). Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang
dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan !

(3). Membuat dan manyamnaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Gubernur
melall SKPDL. i disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani
pimpinan lembaga/organisasi.

(4). Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada
masing-masing SKPD

Pasal 5
| HAK DAN KEWAUJIBAN PIHAK PERTAMA

(1).Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas
pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA

(2). Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

(3).Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah,
(4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah
(5).Hak dan Kewajiban lainnya yang disesuaikan denga

spesifik pada masing-masing SKPD

n karakteristik dan ketentuan

Pasal 6 !
i

SANKSI f

|
: n (2) dapat dikenakan sanksi
administrative berupa peringatan tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran

(1).Pihak KEDUA yang melanggar Pasal 3 ayat (1 )d
belanja hibah atau sanksi l2in sesuai ketentuan perundej:g-undangan.

- http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 7

LAIN-LAIN

(1).Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) ini, d
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup

hukum sama.

(2).Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD

dalamAddendum,

PIHAK KEDUA,

ibuat rangkap 5 (lima), lembar
sehingga mempunyai kekuatan

ini dapat diatur lebih lanjut

PIHAK PERTAMA,

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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‘FORMAT-D.3

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN BELANJA HIBAH DAERAH (NPHD)
BERUPA BARANG/JASA

Pada hari ini .o o0 ctanggal bulan

.................... LBBUN s s
yang bertanda tangan di bahwa ini:

. Nama R T
NIP NS ] oo
Pangkat E ssesspvnssssnssanssanyse rnenyELy T B A
Jabatan <UD S
Unit Kerja G L TP S

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor ................ e einsias Tahun ........ Tanggal
................... tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah
Daerah Tahun Anggaran ............, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gubernur
Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. ‘ ,

Il. Nama e e e e Vs i s sesen .
No. KTP R S M PR Rt s S R R S
Jabatan T R
P11 g5 - | SR SR TTOURINRRN (TR

Yang bertindak untuk dan atas nama ... yang| selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Be‘anja Hibah Daarah .berupa
Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 |
JUMLAH, JENIS DAN TUJUAN BELANJA HIBAH

(1).PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK|KEDUA, berupa barang/jasa
senilai Rp '

............................................... (covvrerree e e FUPIANY, dengan
rincian sebagai berikut:

No Jenis BaranglJasa [ Jumian (Uni)_|| Nilai (Rp) B

i l !

H l |
L] 1 I |

(2).Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat | (1) dipergunakan untuk

......................... sesuai dengan Rencana Penggunaan Bglanja Hibah/Proposal yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah parjanjianbelanja hibah daerah ini.
(3). Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk

~ http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 2 .
PENYALURAN BELANJA HIBAH

(1).Penyaluran  belanja  hibah  berupa barang/jasa yang bersumber  dari
AnggaranPendapatan dan Belanja Daeranh (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun.....
dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang

(2).Untuk penyaluran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan kepada PIHAKPERTAMA, dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah;
b. Berita Acara Serah Terima barang/Jasa;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
(3).Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diselurkan melalui
pemindahtanganan darl SKPD.................... .......kepada P|[HAK KEDUA.
(4).PIHAK KEDUA setelah menerirna penyaluran belanja fhibah dari PIHAK PERTAMA,

segera menggunakan dan/atau memanfaatkan sesuai Reéncana Penggunaan Belanja
Hibah/Proposaldan peraturan perundang-undangan. !

Pasal 3
PENGGUNAAN

dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.

(2).PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa barang/jasa yang diterima
kepada pihak lain

(3). BelanjahibahsebagaimanadimaksuddalamPasal 1 dipergunakanuntuk ;

(1).PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah beru%j\ barang/jasa sebagaimana

..............

Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1).Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh baik segcara formal dan materi atas
penggunaan dan/atau pemanfaatan barang/jasa yangdldanal dari belanja hibah yang
telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada Rencana
Penggunaan/Proposal dan peraturan perundang-undanggn.
(2). membuat dan menyampalkan Laporan Penggunaan Belanja Hibah berupa Barang/Jasa

kepada . Gubernur melalui SKPD.................. yangdisertai cokumen Surat Pernyataan
Tanggung Jawab yang ditandatangani pimpinan lembaga/organisasi

-

Pasal § -.
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PER'IIAMA

(1). Menyerahkan barang/jasa apabila seluruh persyara%an dan kelengkapan berkas

pengajuan penyaluran belanja hibah berupa barang/jdsa telah dipenur. cleh PIHAK
KEDUA.

(2).Menunda penyerahan " belanja hiban berupa arang/jasa apabila PIHAK
KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(3). Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa
barang/jasa.

(4). Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibahi

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 6
SANKSI

(1).Pihak KEDUA yang !melanggar Pasal 3 ayat () |dan (2) capat dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan {eitulis sesuvai peraturan perundang-undangan yang
berlaki. |

Pasal 7 5
LAIN-LAIN l

(7). Naskah Perjanjian Belanja Hitah Daerah (NPHD) inj, dibuat rangkao 5 (lima), lembar
pertar.a dan kedua masing-masing bermaterai cukio sehingga merapunyai kekuatan
hukum sama. - '

(2).Hal-hal lain yang beium tercanturi c¢alam NPHU ini dapat diatur lebih lanjut dalam
Addendum.

PlHAK KEDUA, RAIHAK PERTAMA,

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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FORMAT - E

CONTOH FCRMAT

SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN dan RINGIAN RENCANA
PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

KOP SURAT PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH/IPERUSAHAAN
DACRAH/MASYARAKAT/ORGANISASI KEMASYIARAKATAN

..20XX

(tempat), (tgl/bulan) (tiahun)

Keneda
Nomor :

Yth, Gubernur Bengkulu
Sifat ; .
Lampiran
Hal

1 (satu) Berkas :
Permohonan Pencairan dJdan Bengkqiu
Rincian Rencana Perggunaan -_
Belanja Hibah

Di

Bahwa bercasarkar Peraturan Gubarnur iintang Penjabaran APBD
TN beisama ini kami riengajukan pernt

honan pencairan belanja
hibah berupa {uang/barang/jasa) sebasar ..... ....,.dengan rincian rencana
penggunaan sebzgaimana terfarapir.

Sebagal bahan pertimbangan Bapak, bersgma ini kami sampaikan
‘persyaratan pencairan belanja hibah sesuai de

an Peraturan Guberhur
tentang Tata TCara Penganggaran, Pelaksanaan dan [Penatausahaan,

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Belanja Hibah dan 3elanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belarja Daerah.

. I 1
Demikian perrnohonan kami, atas perker\an dan bantuan Bapak
diucapkan terima kasinh, |

Hormat kami,

Femohon

(nznia jelas pimpman/ditanda tangani/di cap)

Tembusan:
Biro Keuangwn

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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FORMAT - F 1

CONTOH FORMAT
lambang

[Nama Lembaga/Crganisasi Pelaksanal
\

|
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGUAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIEAH

Yang bertanda tangan dibawah ini
Narpa
Jabaian

Bertindak untuk dan atas naina
Alamat

Nomor KTP

Telepon/HP/Fax

E-Mail

Dengar. ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk j/memenuhi tyjuan transparans!
dan akuntabilitas penggunean dana oelanja hibah

1. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun matepil atas penggunaan belanja
hibahyang diterima.

2. Akan 1 mnz3junakan belanja hibahsesuai vengan rencana penggunaan proposal yang
telah diseiuju

3. Bersedia diaudit secara independen sesuci seraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan ini dibual dengan penub kesadaran dan rasa tanggung jawab serta
tidak ada unsur paksaan dari pthak marapun

<nama «ota, tanggal, bulan, tahun>

"’ENﬁQlMA BELANJA HIBAH

| <nama lengkap>

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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FORMAT - F.2

CONTOKH FORMAT
lambang !

[Nama Lemntaga/Qrgarisasi Pelaksa, mi

SURAT FERNYATAAN TANGGUNGJA" AB
PENGGUNAAN BELANJA HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini: ]

Nama . o e I
Jabatar i

Bertindak untuk dan alas nama , RN e S T e e el
Alamat Fesa s ]| .....

Nomor KTP ceberviines
Tnlepon!HPfFax

E-Mail

=ngan ini, menyalakan dengan sebenarnya bahwe untuk memenuhi tujuan trangparansi
dan akuntabilitas panggunaan cana belara hibah

Bertanggungjawab penuh balk formal maupun materil atas penggunaan belanja
hibahyang diterima.

2 Telah menggunakan belanja hibahsesuai dengan rencana penggunaan proposal yang
telah disetujul
Bersedia dieud!' sezara invewenden sesuul peraturan perundang-undangan
Demikian pernyataan ni dibuat Jdengan penuh Kesadaran can rasa tanggung jawab serta
tidak ada unsur paksaan cari pihak manapun

|
<pame-kota. tangyal, bulan, tahun>

PENERIMA BELANJA HIBAH

<nama lengkap=>
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Lampiran Surat Permohonan P cr.cairan Belanja Hibah/Belanja B;:muaﬁ Sosial Nomor:
Tanggal :

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
BELANJA HIBAH
BERUPA UANG

Nama Penerima

(nama jelas pimpinan/ditanda tangani/di cap)

Catatan: Jixa penggunaan Serupa barang/jasa make lormatrya SFDBF‘.! ini

RINCIAN RENUANA PENGGUNAAN
BELANJA H'BAH
BERUPA BARANG/JASA

Atamat Leng@p: - _ -
! \ __Uraian Kt:;gjtanfgengg_dnﬂﬁrl _______'!' Jumlah (Rp) Keterangan

l 1 | R D |

| lT o I T | —

.. [ [ — |

f._d_s,U --------- e I | i ';

e dumian g | RSO W S ]

Pemohon

Nama Penerima : l-.

Alamat Lengkap: ||

Jenis Belanja Hibah: Uang/Barangllasa |

i . |
f_No Jenis Barang/Jasa __ Juiniah (Unit) |___ium\ah (Rp) Keterangan
I, T | | |
N - ___'I N B ]
N ke o I O :
T N | 1 1
| , ____Jumlah _ i | |

Penionon

(narna jelas nimpinan/ditanda langani/di cap)
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Pada hari ini , tanggal .........
yang bertanda targan di hahwa ini:

|, Nama
NIP
Pangka
Jabatan -
Unit Kerja

Berdasarkain
o I

Daerah Tahun Anggaran 201...., dalam hal ini tertindax
Bengkulu yarg selanjutrya disebu. PIHAK FERTAMA.

Keputusan Gubernur Bengkuls Nomor

Il Nama

No. KTP
Jabatan
Alamat

Yang bertindak
KEDUA.

Jntuk dan atas nama

o BN soaabiieanas T

Tanggal

........................... 201.
tentang Pendelegasian Penandatanganan Nasi:(ah Porjanjian Belanja Hibah

uhtuk dear atas nama Gubernur

..yéng selanjutnya disebut FIHAK

Kedua belah pihak sepakat untuk melaukan Perjanjian i!Belanju riban Daerah berupa

Barang/Jasa dengan ketentuen sebagai per’kut;

Pasal 1

JUMLAH, JENIS DAM TUJUJAN bE‘_ANJA HIBAH

senilzi Rp...

\...

(1). PIHAK PERTAMA memberikan oelanja l'llbdh kepade PIHAK KEDUA, berupa bar.:r*gfjasa

rincian sebagal bequut

...rupiah), dengan

I No | Jenis Barengidasa | Jumiah (Uni) | _ Nilai (Rp) '_
| -
| I~ = |
f o gy | ' | .
{ P | l
(2).Belania  Hibah

sebagaimana dimaksuo  pada

Penggunaan Balanja Hibah/Proposal
dari naskah belanja hibah dasral ini.

Patinl 2

PENYALURAN BELANJA HIBAH

(1).Penyalurar  belania  hibah  bharupa

dilakukan der.gan Berita Acara Saral Terima Barang

(2).Untuk penyaluran belanja hibah sebagaiinana d1makq d pada ayat (1), PIHAK KEDUA
mﬂngajukan permohonun kepada PIHAKPERTAMA, d¥ '

Naskah Ferjanjian Belanja Hibah Daarah:;
fBerita Acara Serah Terima harang/Jasa;
Surat Pernyataan Tanggung Jav/an:

oW

. sesuai dengan Rencana Penygyunaan Bel ja thah!Proposdl dan Rencana
tersebut merupakap bagian yang tidak terpisahkan

.Penggunaan belanja hibat sebagaimana ayat (2) bertujua

barang/j3
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerar (APBD) P

(1) dipergunakan untuk

r}untuk R
l
|

sa yang bersumber

dar
rovinsi Bengkulu: Tahun

ngan cilampiri:

http://idih.bengkuluprov.go.id
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_ iy .

).Belanja nibah sebegaimana Jdimaksun pada pasal |1 ayat (1) disalurkan ‘melalui
pemindahtanganan dari SKPD. . .. . kepada PIHAK KEDUA.

(4). PIHAK KEDUA setelah menerima p2iyaluran belanj2 hibah dari PIHAK PERTAMH

segera menggunakan dan/atau memenfaathan sesual Rencana Periggunaan Belanja
Hibah/Prop »saldan peraturan perundang-undangan. ]

Pusal 3 .
PENGGUNAAN ’1
\*.}.P_iHAK IKEDUA menggunakan helanja hitah berppa barangl/jasa sebagaimana

dimakeud padu pasal 2 ayat (1) sesual Rancana Pengglnaan Belanja Hibah/Proposal.

(2). "IHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa barang/jusa yang diterima
kepeda pinak lain

rasal 4
KEWAJIEAN PIHAK KEDUA

|

(1 )Melaksanakan dan beranggungjawab penuh baik secara formal dan maternl atas

penggunuan dan/atau pemarnfaatan barang/jasa yan ldanal davi belanja hibah yang
telah  disetyui  PIHAK' PERTAMA dengan perpedoinan pada  Rencans
Penggunaan/Proposal aan peraturan paruncang-undangan.
(2).PIHAK KED!)/A membuat dan menyampaikan Lapc:Fn Penggunaan Belanja Hibah
berupa Buran)/Jasa kepada Cubernur melalui | SKPD...... yang disertai

dokumentasi (foto foto) kegiatan dar dekiuman Surat Perayataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani pimpinan lembagal/orgarisas

Pa r,‘il o)
HAK DAN KEWAJIBAN FIHAK PERTAMA

(1).PIHAK PERTAMA bernak mzronda p2n ymumnbe\auja hibah berupa Barang/jasa
apabila PIHAK KEDUA, tidac/belurn meinenuhi persyaratan yang ditetapkan :

(2).PIHAK PERTAMA bethak melaksanakan 2valuasi d}m monitoring atas perggunaan
belanja hibah beruapa barang/iesa. .

(3).PIHAK PERTAMA barkewajiban segera menyalyrakan belanja hibah  Dberupa
barang/jasa apabila se:uruhperqyaralan dan kelengkaﬁan berkas pengaiuan penyaluran
belanja hibah berupa barang/jasa telah dipenuhi-oleh PIHAK KEDUA.

Pasal ¢
PERUBAHAN/PERGESERAN RENCANA F‘#ENGGUF\A}:\N

(1).PIHAK KEDUA dapat melakukan pewoanan per.égunuaﬂ dan/atau pemanfaatan,
setelah dilakukan evaiiasi sleh SKPD terka

(2).Dalam hal terjadi perubahan atau pergnserun ren ana penggunaan belanja hibah
berupa barangi;asa PIHAK KEDUA dapat melakukan perubzhan ztau pergeseran
dangan tidak merubahtuji:an pengguna=r, belanja hiba

hibah berupa barang/jasa, yang
selanjutnya dituangkan daiem Naskah Perjanjiar 33

lanja Hibah-Perubahan sebagai

bagian yang tidak terpicahkan dari Naska Perjanjian Belanja Hibah.

FPasal 6
SAMISI

' hitp://jdih.bengkuluprov.go.id
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Pasal 7
LAIN-LAIN

(1).Naskah Perjanjian Beianja Hipah Daeran (NPHD) wj. dibuat rangkap 5 (lima), lembar
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan
hukum sama.

(2),Hal-hal lain yang belum tercantun: dalam NP)—&D ini dapat diatur lebih lanjut
dalamAddendum |

PIHAK KECUA, RPIHAK PERTAMA,

Inttp://jdih.bengkuluprov.go.id
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FORMAT -G

Limbang '

INama Lamban /Organizusi Pc,’#kxmwl

LAPORAN PENGGUNAAN B‘]ELANJA HIBAH

DARI PEMERINTAR PROVIN:SI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN|201.. .

UNTUK

<sebutkan Nama/Judul Kegia.an yang diviayai clar be'anja hitah>

|

_ l

(Alamat Lembaga/Organisasi Pélaksanal
[BULAN dan "TAHUN Lapo{an}

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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DAFTAR ISI

Halaman

- Kata Pengantar

Surat Pernyataan Tanggungjawab
- [ata Fokok Penerima Bantuan

I. Laporan Kegiatan

)

oo wh

Il. Laporan Kevangan
i i

2,

Latar Selahang ',
Maksud dan Tujuan ‘-
Ruang Lingkup Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Keg'atan

. |
Daftar Personalia Pelaksana .
Penutup

Realisasi Penerimzan Eelanjo Hibah
Realiasi Penggunaan

I, Lampiran:

O,k WN 2

Salinan Rekening Koran/Tabungan
Dokumentasi Kegiatar

Salinan Naskah Perjanjian likah
Salinan Akta Pendirian Lernbaga/OUrmas
Salnan 1zin Oparersional

Salinan Surat Kelerangar Derisil' Lembaga/Ormas

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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[{ATA PENGANTAR

<diuraikan kata pengantara maksimal 1 (vatu) halaman-

<namp kota/tempal, tanggal, bulan, tahun:
i

|

< nama /abalan pimpinar>

<nama lengrap~>
“<NIP . jika ada>

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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., e e — o — | —— b1

l. LAPORAN KEGIATAN |

\. Latar Belakang

<dwraikar ialar belaxang kegialan sesiai dengar: proposal yang cliajukan sebelumnya>
2. Maksud dan Tujuar. '

<diuraikan masud can lujuan sesucl Jangan propo3al yany diajukan sehelumnya>

(9%}

Ruang Lingkup Kegiatan

. s i \ | .
<diuraikan ruarg lingkun kegialen cesual denga. praposal yang diajukan sebelumnya>

4. Realisael Pelatsanaan Kegiatan '

<dwraikan realisasi pelcksanaan kugiatan melipul, namun lidak terbatas, perihal waktu

pelaksanaan. tempuifiokasi kegiatan. 'umlah dun agal peserta, hesil-hasil yang dicapai, dan
lainr.y'a yang relevan sehingga dapeat renggambarkan kegiatan pokok dengan semestinya>

5. Daftar Personalia Pelaksana

<Uraikan dan sajikan personclia relaksana melputi surat keputusan, jabatan dalam
Jrganisasi/kegiatan, dan lainnya yang relavar>

6. Penutup

<uraiakan kala pen.alup paling banyan 10 (sepuluh) dens>

| PENERIMA BELLANJA HIBAH

(nama lengkan)

http://jdih.bengkuluprov.go.id
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Il. LAPORAN KE JANGAN

e

e S

Realisasi Pererimann Banluarn

Realisesi penerimaan Hibah Tanun 2010 adalgh sebesar Rp ...
Dana bantuan terse but ditgrima rnelalui Rekening

...... BHGE BaNK oo

.....<sebutkan nama,
nomcriekening dan banknya> pada tanggal.

[ vr......<SBbutkan tanggal, bulan, tahun>
|

Realiasi Penerimzan dan Perggunaan Dana
Realisasi penerimaan dana hihat Tahun 201C sebeser R .............. dan penggunaan

dananyz sebesar Rp. .. . _..sehinggal terdapat Saldo Dana sebesar
Rp.. ...

Rincian penerimaan dan penggunaaan dana Tahun 2010 Japat dilihet pada tabel
seraqal peril.ut! :

|
!
1

Anggaran | | ]
Sggn i Realisasi | % |
i | ot 1 Realisasi

No | Ut nan Pengguriaan

Proposal |
T a l 4 T 5=4/3"100 |
= i \ l
1 ... <SE3UAI FiNCiaN jenis biaya> [ ] ]
2) ........<sesuairncianjenis biaya> | | | ]
.<sAasual rincian jenic biaya> =

= | i S S i e e S b et

2

l \ Jumlah o - \ |

o I | N |

i,

1)
2)
3)
4)

e
~

)

|
| PEMHERIMA BELANJA HIBAH

| ‘nama lergkap)

Lampiran:

Salinan Pekening Koran/Tatungan !:
Dokumentasi Kegiatan

Salinan Naskah Perjanjian Hibah

Salinan Akta Pendirian Lembaoe/Ormas

Salinan Izin Operasional

Salinan Surat Kelerangan Demiaili Lembaga/Ormas

http://idih.bengkuluprov.go.id
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